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- RINGKASAN 

ANDI PRIBADI, "ANALISIS PENGAWASAN PENDAPATAN UNTUK 

MENINGKATKAN OBJEK PBB PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN MEDAN DUA" 

(Di bawah bimbingan Ors. H. MIFTAHUDDIN, MBA, selaku Pembimbing I 

dan H. SYAHRIANDY, SE, MSi., selaku Pembimbing II). 

Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu sumber 

pe~erimaan negara yang potensial dan perlu ditingkatkan penerimaannya, 

oleh sebab itu upaya penggalian potensi pajak ini merupakan fungsi kantor 

pelayanan pajak bumi dan bangunan sebagai unsur pelaksanaan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Mengingat besamya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat 

pendidikan serta pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib 

pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang 

dikuasai/dimiliki dan dimanfaatkan. Oleh karena itu untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan mengadakan kegiatan pendataan objek PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan). 
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, ditemukan 

masalah sebagai berikut :· Pelaksanaan pendataan objek Pajak Bumi dan 

Bangunan belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 

mendaftarkan sendiri. objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan. 

Adapun hipotesis yang penulis sajikan adalah : Apabila pelaksanaan 

pendaftaran objak Pajak Bumi dan Bangunan mencapai sasaran, maka 

diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat. 

Berdasarkan dari analisis dan evaluasi yang telah diberikan atas 

hasil penelitian pada perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan : Secara 

umum pelaksanaan pengawasan mampu meningkatkan efektivitas kerja. 

Hambatan yang ada hanya terletak pada adanya beberapa bawahan yang 

kurang berani mengambil keputusan walau wewenang untuk itu ada padanya 

sehingga memerlukan konsultasi dengan atasannya pada setiap pengambilan 

keputusan. 

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : Setiap unit kerja (seksi) hendaknya mendapatkan salinan 

kebijaksanaan kantor pusat. Misalnya SF dan SK, meskipun pelaksanaan 

kebijakan tersebut ada pada seksi tertentu. Dan secara berkala in hous 

training tetap dipertahankan sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat 

dapat dikristalkan kepada seluruh pegawai. 

ii 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan rasa puji dan syuk1,lr kehadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, karena dengan rahmatNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Adapun judul skripsi ini adalah : "ANALISIS PENGAWASAN 

PENDATAAN UNTUK MEKDIGKATKA!f OBJEK PBB PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MEDAN DUA". 

Oalam menyusun skripsi ini penulis mendapat bantuan dan dorongan 

dari berbagai pihak sejak awal sampai selesai, dan untuk itu dengan segala 

kerendahan hati perkenankan pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya disampaikan 

kepada: 

1. Bapak H. Syahriandy, SE. MSi, sebagai Oekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah 

menyediakan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Ors. H. Jhon Hardy, MSi, selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. 

3. Bapak Ors. H. Miftahuddin, MBA., sebagai Pembimbing I yang telah 

banyak mendorong dan meluangkan waktu kepada saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

iii 
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4. Bapak Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan 

Dua, serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan data-data 

guna penyelesaian skripsi ini. 

5. Khusus buat kedua orangtuaku yang tersayang, serta seluruh keluargaku, 

atas dorongan serta doanya sehingga penulis selalu bersemangat untuk 

menuntut ilmu. 

6. Semua civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 

serta teman-teman yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

Semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga 

memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Semoga kita semua mendapat perlindunganNya. Amin. 

Medan, 

iv 

Desember 2002 

Penulis, 
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A. Alasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUAl\J 

Penerirna.:rn dan sektor pajak mempunyai peranan yang sangat 

penting dalarn pernbiayaan pembangunan nasional disamping penerimaan 

negara dari sektor migas, Pajak Sebagai salah satu tumpuan penerimaan 

negara yang terus diupayakan pemerintah agar setiap tahun tercapai 

penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dapat 

diandalkan tidak hanya diharapkan mampu mengantikan peranan migas, 

tetapi juga marnpu hanya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. 

Dalam pcngenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu sumber 

penerimaan negara y<lng potensial dan perlu ditingkatkan penerimaannya, 

oleh karena itu upaya penggalian potensi pajak ini mertupakan fungsi 

kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan sebagai unsur pelaksanaan 

Direktorat Jenderal pajak. 

Mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat 

pendidikan serta pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib 

pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang 

dikuasai/dimiliki dimanfaatkan oleh karena itu untuk memberikan pelayanan 
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2 

· yang lebih baik, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

mengadakan kegiat:.rn pendataan objek PBB (pajnk Bumi dan Bagunan). 

berdasarkan uraian di atas, penu!is memilih judul : "Analisis 

Pengawasan Pcndataan untuk Peningkatan · Objek PBB Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Dua". 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Dua rnaka diten1ukan 

masalah yang ditemukan sebagai berikut : 
') 

"Pelaksanoan pcndataan objek PBB yang dilokukan penulis pada Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bagunan Medan Dua, belum mampu 

meningkatkan kesadaran wajib paiak untuk mendaftarkan sendiri objek 

pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan". 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah rumusan jawaban sementara terhadap suatu seal, 

yang dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk 

m~ncari jawaban yang sebenarnya". 1 
> 

i) Winarno Sur~khmad, Pcngantar Penelitian llmi~h Edisi Ketujuh, 
Tarsito, Bandung, 1995. Hal. 39. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Berdasarkan perumusan di atas, maka penulis membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

"Jika peiaksanaan pendaftran objek PBB mencapa1 sasaran, maka 

diharapkan pener.imaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat". 

D. Luas dan Tujuan Penelitian 

Untuk mengarahkan penelitian dan pembahasan agar terarah, 

maka penulis ini hanya mencakup pengawasan pendataan untuk 

meningkatkan objek PBB pc:ida Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Medan Dua. 

Tujuan penelitian d<~ n penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut : ·' 

1. Untuk melihat sejauh mana pengawasan pendataan terhadap 

peningkatan objek PBB di kantor PBS Medan Dua. 

2. Mencoba membuat usulan berupa saran yang mungkin ada 

manfaatnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. 

E. MetoC.:e Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan 1rn 

digunakan dua metode yaitu : 

.y 
' /" 
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1. Peneli tian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian urituk 

mempero l;;:; h data yang bersumber dari berbagai literature, buku 

bacaarr, majalah ilmiah maupun bahan-bahan atau sumber-sumber 

lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini. 

2. Pene!itian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

bersumber langsung dari objek penelitian. 

Dalam me!aku kan penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulcin data scbaga i beri kut : 

a. Pengamatan (Observation), yaitu dengan mengadakan peninjauan 

'It 
pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. 

b. Wawancara (lnterveiw), yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan 

pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memberikan data dan 

informasi. 

c. Daftar Pertanvaan (Quetionnare) yaitu dengan menyusun daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada pihak perusahaan yang 

berhubungan dengan topik pembahasan penul isan ini. 
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·, 

5 

F. Metode Ana!isis 

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Deskriptif, yaitu dimana data yang ada disusun, 

diklasifikasikan, dianalisis dan diinterprestasikan. 

2. Metode Deduktif, yaitu dengan cara rnembandingkan antara data 

primer dengan data sekunder schingga diketahui persesuaian dan 

perbedCiannya. 

Dari k0du21 rnetode pcnelitian diatas penulis akan mengambil 

kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran yang mungkin berguna 

. untuk mengatasi masalah yang dihadapi . 
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BABU 

LANDASAN TEORITIS 

A. Fungsi Pengawasan, Pengertian dan Tujuannya 

• · Pengertian Pengawasan 

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang pengawasan 

terlebih dahulu perlu dikemukakan tcntang tentang istilah pengav1asan yang 

sangat populer kita kona\ dalzin1 kurun waktu belal<angan ini, meskipun 

pengawasan itu SE: nciiri sebenarnya telah dilakukan borada dipermukaan bumi 

1n1. 

Secara historis peradaban manusia terus mengalami--perubahan dan 

perkembangan kearah modernisasi, dimana proses tersebut berlangsung 

terus menerus semakin meningkat pula. dan pada gilirannya mereka tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara sendiri-sendiri. Justru 

itulah manusia itu saling membutuhkan satu dengan lainnya sehingga 

menimbulkan interaksi sosial yang semakin majemuk. 

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

(lptek), maka pola hubungan sosial yang semula hanya berrsifat sederhana itu 

kemudian mcningkat dalam bentuk kerja sama yang terorganisir satu sama 

lain saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian tampaklah unsur-unsur pengawasan telah berperan di 

dalam aktivitas tersebut. 
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Beberapa peri9ertian pengawasan secara jelas dan gambang telah 

diuraikan oleh beberapa sarjana administrasi sebagai berikut : 

Alex S. Nitisemito Mengatakan : 

"Pengawasan adalah usaha untuk mencegah X:emungkinan­
kemungkinan, penyimpangan daripada recana-rencana, intruksi­
intruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Oengan 
pengawasan diharapkan penyimpangan-penyirnpangan yang 
mungkin terjadi dapat ditekan sehingga mungkin timbulnya kerugian 
yang besar dC1 p;:it dihilangkan atau tidaknya diperkecil. Hal ini berarti 
den~pn ad zi nya p <~ ngav1asan yang bail\ akan lebih diharapkan tujuan 
yang tc lai 1 o itr-:; tapka n akan dnpat tcrc,;ipai dcngan cara yang efektif 
dan efi'.:;icn. Denoan kata lain pengawas;:in s0bagai suatu proses 
untuk me~1 E: :apkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 
menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 21 

Selanjutnya penge1tian pengawasan secara lebih luas dikemukakan 

oleh Soekarno sebagai berikut : 

"Pengawasan dapat dirurnuskan sebagai proses penentuan yang 
harus dicapai yaitu standart apa yang sedang dilakukan dalam 
pelaksanaannya dan perlu melakukan perbaikan-perbo.ikan sehingga 
pelaksanaannya sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. 3 l 

Sebagian oranD-Or<rng yang masih mempunyai anggapan bahwa 

pennawasan itu scn1at;:i-mata mcncarn keszilahan orang lain sehingga sering 

menimbulkan perasaan yang kurang menyenangkan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengawasan itu, baik yang diawasinya maupun pengawasan itu 

sendiri. 

2
} Alex. S . N itisemito, rkillll.i <::DJ.rn .. :?_tJ :;ituJ)s_ng~tQ1~ ~r, Ghal ia Indones ia, Jakarta, 1994, 

hal. 109. 
J } Soekamo, Dasar.:Dasa.r._}vh rn1j 1:;. r:i1_e.!J , PT Ci ramcdia Pustab Utama, Jakarta, 1994, 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka soekarno memberikan 

definisi sebagai berikut : "Pengawasan sesungguhnya ialah tugas untuk 

mencocokan sampai dimana program atau rencana yang telah digariskan itu 

dilaksanakan. 3 l 

Dari definisi tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pengawasan merup<:ikan kcgioatan-kegiatan perencanaan daripada 

pengadaan , pengembangan. kompensasi. integritas dan pemeliharaan orang­

orang untuk membantu mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

• Tujuan Pengawasan 

Berdasarkan definisi dan pengertian pengawasan yang telah 

disebutkan cliatas maka tujuan dari pengawasan adalah : 

1 . Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan 

kemacetan sebelum kemacetan timbul. 

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan. penyimpangan-penyimpangan dan 

kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi. 

3. Agar hasil pelaksanaan yang telah diperoleh secara berdaya guna (efisien) 

dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

4. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang 

terjadi. 

31 lbid,hal. 20 
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5. Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan 

apakah sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Sondang P. Siagian Tujuan daripada pengawasan antara 

lain: 

1. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dcin strategi yang telah 
ditetapkan benor-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan 
serta strategi yang dimaksud. 

· 2. Untuk lebih terjarnin bahwa anggaran yang tersedia untuk rnembiayai 
berbagai l<egiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan 
perl'ntukannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan 
anggaran terbatas adanya. 

3. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar 
berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi 
sebagai keseluruhan dalam mana kepentingan para anggota organisasi 
telah terlindung. 

4. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan prasarana kerja 
sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang 
maksimal darpadanya . 

5. Untuk lebih menjamin bahwa hasil pekerjaan terpenuhi semaksirnal 
mungkin . 

6. Untuk lebih menjLimin bahwa prosedur kerja ditaati oleh scmua pihak. 4 
l 

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa tujuan pengawasan itu adalah 

untuk memberi kepastian agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai menurut 

rencana ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan. perintah-perintah. 

instruksi-instruksi serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan atasan benar-

behar diimplementasikan. 

Dengan pengawasan berarti menjaga agar jangan sampai terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. hambatan-hambatan penyelewengan-

4 l Sondang P. Siagian, l3k!3.~kill iJ~ I~l!!Jg Jil~HiJ, PT. Gunung 1\gung_ Jak~;rta. 1995, 
halaman, 141 . 
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penyelewengan maupun kemacetan dalam pelaksanaan kerja, sehingga 

hasilnya dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. 

8. Prinsip-Prinsip dan Jenis-Jenis Pengawasan 
• Prinsip-prinsip Pcngawasan 

Dapat kiranya dipahami . bahwa scmua mana1er yang waspada 

berkeinginan untuk memiliki sistem p2ngawasan yang memadai dan efektif 

agar dapat membantunya untuk mendapat kepastian, bahwa semua kegiatan 

dalam perusahaan yang dipimpinan telah dilaksanakan sesuai dengan 

rnncana. 

Seperti telah dikemukan bahv.;a pengawasan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang mernegang peranan penting dalam suatu kegiatan 

organisasi. /\pabila fun~;si pengawasan ini tidal< dilaksanakan, cepat atau 

lambat akan rnengak1batk<rn hancurnya organisasi. 

Untuk mendapJtkan hasil yang diharapkan daripada fungsi 

pengawasan, pimpinan organisasi harus terlebih dahulu memilih 2 (dua) 

persyaratan penting sebelum melaksanakan sistem pengawasan, Harold 

Koontz mengemukakan 2 (dua) persyaratan penting tersebut: 

1. Pengendalian membutuhkan perencanaan. 

. 
Jelas kiranya bahwa, sebelum teknik pengendalian atau. pengawasan 
dipergunakan atau disusun sistemnya, pengendalian harus 
didasarkan kepada perencanaan dan bahwa p·erencanaan yang lebih 
jelas, lebih lengkap dan lebih terpadu akan meningkatkan efektivitas 
pengonda!ian . Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa unit 
organisasinya sedang melaksanakan apa yang diinginkan dan 
diharapkan, kecuali dia mengetahui apa yang lebih dahulu ia 
harapkan. Pengendalian merupakan sisi lain dari perencanaan, 
pertama-tama manejerlah yang merencanakan, kemudian rencana UNIVERSITAS MEDAN AREA
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ta di dijadik3n · stancfart untuk C:ipcrgunakan scbagai toiok ukur bagi 
kegiatan-kegiatan yang diinginkan . l<enyataan yang sederhana ini 
dalam prakteknya mengandung sebagai berikut. / 
Salah satu diantaranya ialah bahwa semua tehnik r-;~ngendalian yang 
berrnanfaat, pcrtama-tama acialah tehn ik pcrencanaan . Arti lainnya 
akan '.:;ia-s1 2 saja untuk rnencoba mend13sat·n engendalian tanpa 
meneiiti clahulu porcncanaan. 

2 . Pengend.:i!12n membutuhkan struktur organ_tsa i yang jclas. 
Karena tujuan pengendalian adalah untu l<'-mengukur aktivitas dan 
mengambil tindakan guna rnenjarnin rencananya sedang 
dilaksanakan , kita harus rnengetahui siapakah di dc:ilam perusahaan 
yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan­
penyimpangan dan tindakan koreksi yang perlu diambil, kccuaii 
apabila tanggung jawab dalam organisasi itu dinyatakan dengan jelas 
dan terperinci. 5 

l 

Untuk mernperoleh suatu sistem pengawc:isan yang efektif diperlukan 

beberapa prinsip p0ngawasan. Prinsip-prinsip penga1.,vasan yang lazim 

dipergunakan di peru s::ihaan acblah sc;bagC1i berikut: 

1. Rencanc:i 

Yaitu merupakan keharuskan bagi pimpinan perusahaan untuk 

menetapkan tujuan yang akan dicapai. dan menetapkan metode atau cara 

yang dipergunakan serta ditentukan standar kerja sebagai alat pengukur 

dan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tersebut. 

2. Pengarahan 

Yaitu penjelasan serta instrusi kepada para personil yang akan 

dilaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai rcncana, apa yang 

haruskan tidak menyimpang dari batas-batas yang ciitentul<an. 

5 l Harold Kootz, O'Donnel, Heinz Weihri ch, lYlarn_ij~m.en Terjemahan Gunawan 
Hutaurnk, Erlangga, Jakarta 1995, ha!. 197-198 
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3 Pelimpahan wewenang 

Yaitu merupakan tugas yang dilirnpahkan kepada personil yang bergerak 

dalam bidahg pekerjaannya rnasing-masing, sehingga menumbuhkan 

kepercayaan bagi cliri personil tersebut untuk melaksanakan tugasnya . 

Dari uraian diatas dapat dipahami tentang bagaimana prinsip-pri~ 

dari pengawasan daiam suatu perusahaan. sehmgga s~apat 
berjalan lancar guna mencapai hasil semaksimal mungkin . 

• .. lenis-Jenis Pengawasan 

Jenis pengawasan sangat banyak ragamnyu, tergantung dari sudut 

mana pendekatan-pendckatan tersebut dilihat. 

Menurut Manullang ada 4 (empat) macam dasar penggolongan jenis-

jeni$ pengawasan yaitu : 

1. Waktu pengawasan 

2. Objek pengawasan 

3. Subjek pengawasan 

4. c .ara pengumpulan fakta untuk pengawasan. e} 

ad. 1. Waktu pengawasan 

Wakt11 pengawasan dapat dibedakan menjacJi dua macam yaitu : 

6 
l M, 1tfanullang, J:1'1.sar_-d~-~L_MD.n.age.rn.~Dt, Ghal ia Indonesia, Jakarta, 1995, 

halaman. 34. 
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a. Pengaw0szn preventive. 

Yaitu suatu pE~ngavvasan SE:belum objek yang diawasi terjadi. Caranya 

dengan jalan membuat peraturan-peraturan/ketantuan-ketantuan dengan 

mempergunakan blangko atau formulir-formulir tertentu. 

b. Pengawasan represive adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah 

obyek yang diawasi itu terjadi untuk mengetahui apakah penyimpangan-

penyim[)angan tugas tersebut ada. 

ad. 2. Objek pengawasan 

Objek pengawasan ac.falah yang ditinjau dari segi sedang dikerjakan. Jenis 

pengawasan ini dap <1 t dibec!c:ikan menurut biclangnya masing-masing yaitu : 

a. Pengawasan dalam bidang produksi, adalah pengawasan yang . 
dilakukan terhadap usaha-usaha untuk mencapai jumlah produkti\zitas 

yang telah ditetapkan perusahaan . Demikian juga kwalitasnya harus 

diawasi secara efektif dan efisien. 

b. Pengawasan dalam bidang keuangan. adalah pengawasan yang 

berhubungan dengan keadaan keuangan dalam perusahaan yang 

mencakup ongkos-ongkos produksi. Dalam hal ini yang paling utama 

diperhatikan adalah mengena1 keuangan pcrusahaan yakni 

kesanggupan tcpat pada waktunya ada tersedianya uang untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan. 
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c. Pengawasan terlladap waktu. ada!ah pengawzisan yang bertujuan agar 

sesuatu renacana dapat direalisir sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Pengawasan terhadap manusia dan keg:atan yaitu pengawasan yang 

bertujuan untuk mengetahu apakah bawahan benar-benar telah 

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah 

digariskan oleh pimpinan . 

ad. 3. Subjek pengawa ~;.an 

Berdasak3n subjek pengawasan ini maka pengawasan dapat dibedakan 2 

(dua) pengawasan yaitu : 

a. Pengawnsan lntren 

Umumnya pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang ')(ang 

berwenang untuk mengadakan pengawasan dilingkungan perusahaan 

itu sendiri yang datang dari pimpinan terhadap bawahan. 

b. Pengawasan Ekstren 

Pengawasan ekstrnn acblah pengawasan yang datang dari pihak luar 

perusahaan, pada umumnya pengawasan ini datang dari petugas­

petugas pemerintah. 

ad. 4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan 

Cara mengumpulkan fakta-fakta yaitu suatu cara untuk mengumpulkan 

data-data guna mengadakan pengawasan. 
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a. Personal observntion 

Personal obseNation merupakan pengawasan yang dilakukan secara 

langsung oleh pimpinan. dengan cara meninjau langsung pada objek 

yang akan dilakukan pengawasan. 

b. Oral Report. 

Merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan 

semata dari berbngai pihak yang ditugaskan clibidang pengawasan ini. 

Berdasarkan pGngolongan di atas. rnasing-masing bagian sangat 

penting manfaalnya lx1gi setiap pimpinan untuk mengadakan pengawasan 

terhadap b21w<:ihannya. Dengan adanya personal observation atau 

pemeriksaan pribadi, maka seorang pimpinan dapat melihat_ sendiri apakah 
' 

seluruh kegitan-kegiatan yang . telah direncanakan dapat berjalan delilgan 

semestinya atau malah sebaliknya . 

C. Proses Pengawasan. 

Dalam melakukan sesuatu tugas te1tcntu, selalu terdapat urutan-

urutan pelaksanaan tugas tersebi.Jt, meskipun tugas itu sangat sederhana. 

Untuk merealisasi tujuan perusahaan, pimpinan perusahaan melalui fase-fase 

peiaksanaan atau proses melaksanakan, merencanakan, mengorganisir, 

menyusun. mengarahkan dan mengawasi. 
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Demil\ ian juga halnya dengan pelaksanaan tuigas pengawasan untuk 

mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan , harus pula melalui 

beberapa fase atau aturan-aturan pelaksanaan . Adapun proses antara lain : 

1. Penetapan standart pelaksanaan 
2. Penentuan pe laksanaan kegiatan 
3. Pengukuran pelaksanaan dengan sta ndart dan penganalisaan 

penyimpangan-penyimpangar.. 
4. Pengambilan timfokan koreksi bila pcr!u. 7 

l 

Tahap-tahap tcrsebut dapat dilihzit di bawah ini : 

Gamb2H. 1 
Proses pengawasan. 8 l 

·-
Penetapan 1 Pene 

peng 
pelak 

tap~n Pengukuran Perbandingan 
standar ukuran pelaksanaan dengan 

pelaksanaan sanaan kegiatan standar 
keg iatan evaluasi 

I Pengambilan 
. n 1- , ~ 

_J 

_[~--~ ti. .danan ko, eks1 

l bila pe;i~----· I 
--·----~ 

Ket12rangan : 

----- = Tindakan Koreksi. 

Kelima proses pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

T ahap 1. Penetapan standart pelaksanaan 

7 l T . Hani l-landoko. l~l_u!lill ~~ 1r~01 HPl;·l '. -U\]i\.t Yc,gyakarta. 1995, ha!. 362. 
S} 11- .d f' l l ., ·' ' .01 ' . ;\ , _)\_>_) 

')-
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Tahap ini mangandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat 

digunakan sebagai patokan untuk pen-ilaian hasil-hasil. Tujuan , sasaran dan 

target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standart, sedangkan bentuk 

standat yang lebih khusus antara lain standart penjualan, anggaran, profit 

margin, keselamatan kerja dan sasaran produksi . 

Dalam garis besarnya, jenis-jenis standart dapat dogolongkan ke 

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : 

1. Standart fisik, meliputi barang dan jasa, jumlah langganan dan 
sebagainya. 

2. Standart moneter, seperti jumlah biaya yang harus dikeluarkan 
untuk memproduksi biaya tenaga kerja, pendapatan penjualan, 
biaya penjualan dan lain-lain. 

3 . Standart waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu 
suatu pekerjaan diselesaikan. 9 l 

Setiap tipe standart tersebut dapat dinyat<lkan dalam bentuk hasil Ylang 

yang dapat dihitung. Hal 1n1 memungkinkan manaJer untuk 

mengumunikasikan pelaksanaan kerja yang harapkan kepada bawahan dan 

tahapan-tahapan lain da!am proses perencanaan dapat ditangani dengan 

lebih efektif. Standart harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka 

yang bersangkutan. 

Sta,[ldart-standart yang tidak dapat dihitung juga sangat penting dalam 

proses pengawasan, misalnya standart kesehatan personalia, promosi 

karyawan, sikap kerjasama dan sebagainya. 

9 >n,·d h· l "')'"l .1 , () ' .)_.:... 
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Tahap. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penentuan standatt adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara 

untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata. Pengukuran pelaksanaan 

kegiatan secara topat scperti : 

1. Berapa kali peiaksanaan seharusnya diukur (harian. mingguan atau 

tahunan). 

2. Bentuk pengukuran yang dilakukan (laporan tertulis. laporan lisan. atau 

peninj:1uan kembali). 

3. Siapa yang akan terlibat (manajer atau staff departement). 

Sebaliknya pengukuran ini mudah dilaksanakan clan murah serta 

dapat dijabarkan kepada bawahan/karyawan . 

Tahap. 3. Pengukuran p(3laksanaan kc.:igiatan 

Pengukuran pclaksanaan l<egiatan dilakukan sebagai proses yang 

berulang dan kontiniu. Cara-cara untuk melaksanakan kegiatan pengukuran 

adalah: 

1. Observasi (pengamatan) . 

· 2. Laporan tertulis atau lisan. 

3. Metode-rnetode otomatis . 

4. lnspeksi. test atau pengambilan sampel. 

Saat ini banyak pcrusahaan melaksanakan pengukuran dengan 

memakai pemoriksaai 1 intren (intenal auditing) . 
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Tahap. 4. Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa 

penyimpangan . 

Tahc:ip ktitis dari suatu pros(;)S pengawasan adalah perbandingan 

pelaksanaan nyata dcngan pelaksan~an yang direncanakan atau standart 

yang telah diietapkan. Vvalau tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas 

dapat terjadi pada saat menginterprestasikan adanya penyimpangan-

penyimpangan yang harus dianalisa untuk menentukan mengapa standart 

tidak dapat dipakai. 

Tahap . 5 . Pengambilan tindakan korek~>i dipct"lukan. 

Apabi!a hasi l an ;:1\isa rnerncr\ukan tindakan korcks i, rnaka tindakan itu 

harus diambil secepatnya : 

Tindakan korcksi dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain : 

a. Mengubah standart mula-mula (mungkin terlalu tinggi atau rendah), 

b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (menganti sistem pengukuran 

sendiri). 

c. Mengubah cara dalam menganalisa dan mengintegrasikan penyimpangan-

penyimpangan. 

D. Karateristik $istem Pengawasan Yang Efektif 

._ .. _, 

Pada urnumnya semua manajer berkeinginan memiliki sistem 

pengawasan yang memadai dan efektif guna membantunya mendapatkan 
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. kepastian bahwa kegiatan-kcgiatan dalam perusahaannya sesuai dengan 

rencana . 

Agar kegiatan sistern pengawasan membuahkan hasil yang 

diharapkan, perhatian serius perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran 

yang sipatnya fundemental. yaitu : 

1. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisien. 
2. Penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional harus efek.tif. 
3. Produktivitas merupakan orientasi kerja. 
4. Manajer tidak dapat mengelak dari tanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan . 
5 . Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar diketahui 

dan ditaati . 10 1 

ad . 1. Orientasi korja clal am seliap organisasi adalah efisien. 

Bekerja sec;:na disien berarti menggunakan sumber-sumber yang 
' 

tersedia seoptimal rnungkin sehingga membuahkan hasil tertentu yang suaah 

ditetapkan dalmn rencana. Keterbatasan dana. sarana, prasamna dan waktu 

menuntut agar dapat digunakan sehemat-hematnya dengan tetap 

menghasilkan hal-hal yang harapkan at.au targetkan. Karena itulah tidak ada 

alasan yang membenarkan bahwa didalam kehidupan organisasi adanya 

sikap dan tindakan yang boros. 

ad. 2. Penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan operasional harus efektif. 

Dalam hal ini sorotan perhatian adalah tercapai berbagai sasaran 

yang telah ditentukan tepat pada waktunya , dengan menggunakan sumber-

-------- - · - -
10

} James. AF. Stoner dan Charles \Vankcl, lY1lruli~m Q.r:i_, Te1j emahan Wihelmus W. 
Bakowatun, Intenncdia, Jakarta, 1996,hal. 239-240. 

I 
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sumber tert<:;ntu yang tc:;:1 h dialokC1sikcin guna mendikung keglatan tersebut. 

Berbeda dengan odcntasi ofisien, efcl--i.ivitas meyoroti sasaran tepat pada 

waktunya untuk mana disediakan sumber dana dan daya dialokasikan. 

efektivitas kerja tetap tidak membenarkan adanya pemborosan dalam bentuk 

apapun. 

ad. 3. Procluktivitas merupakan orientasi kerja . 

Ide yang menonjol dalam m<~mbicarakan dan rnengusahakan 

produktivitas ~1dcllah rn 2 r11aksirnalk~n sumber dana dan daya yang telah 

dialokasikan scbclurnnya. 

ad. 4. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang 

berlangsung. 

Dimaksudkan untuk mencegah jangan terjadi penyimpangan­

penyimpangan, penyelenggaraan dan pemborosan, artinya, setiap manajer 

sebagai pelaksana fungsi pengawasan harus berbagai petunjuk kemungkinan 

timbulnya berbagai hal negatif dalam rnenjalankan roda organisasi. 

ad. 5. Manajer tidak dapat mengelak dari tanrmung jawab untuk melakukan 

pengawasan. 

Karena para pelaksana kegiatan adalah manusia dengan sifat dasar 

ketidaksempurnaannya, tentu saja tidak akan terlepas dari kemungkinan 
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berbuat khilaf bahkan berbuLlt kesaiahan. Artinya walaupun terjadi 

penyimpangan rencana atau pemborosan sekalipun belum tentu bahwa hal­

hal negatif itu akan disengaja. Sebab sangat mungkin bila faktor lain yang 

penyebabkannya, seperti kurang terarnpil, kurang pengetahuan, kurang 

pengalaman dan faktor-faktor lainnya. 

ad. 6. Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar diketahui dan 

ditaati. 

Yang dimaksud dcngan proses clasar pengnwasan itu adalah meliputi 

kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan, yaitu : 

1 . Penetapan standatt pelaksana 

2. Pene11tuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

4. Pengambilan pelaksanaan dengan standart clan analisa penyimpangan 

5. Pengendalian tindakan korcksi bila cliperlukan. 

E. Alat-alat Pengawasan 

Ada banyak alat-alat pengawasan yang dapat membantu manajer 

agar pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi efektif, tetapi yang paling 

terkenal dan sering digunakan hanya ada beberapa peralatan saja. Alat-alat 

pengawasan terdiri dari : 
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1. Management By Eception (MBE) 

2. Management Information System (MIS). 11 
l 

ad . 1. Management By Eception (MBE) 

MBE atau prinsip pengecualian, mE'mungkinkan mana1er untuk 

mengarahkan perhatiannya di bidang-bidang pengawasan yang paling kritis 

dan mempersilakan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk 

menangani variasi-varia si rutin . Untuk jelasnya dapat dije!asl<an dengan 

gambar sebagai berikut : 

Pen eta pan 
Standar 

Gambar. 2 
Management By Eception . 12 l 

Mengukur 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Apakah 
Penyimpangan ,__...~ 

Apakah 
Penyimpangan 

bersipat 
Pengecualian 

Mengambil -" 
Tindakan 
Koreksi 

11 l T. Hani Handoko, (2.P:.C it. Hal. 371. 
12 l Ibid, ha!. 3 72. 

Tidak 

Menganalisa 
dan 

Mengevaluasi 
Penyimpangan 

i 
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ad . 2. Management Information System (MIS). 

Semua fungs i manajemen yaitu perencanaan , pengorganisasian, 

kepE:mimpinan dan pengendalian diperlukan untuk mengetahui berhasilnya 

prestasi organisasi. Untuk menopang fungsi-fungsinya itu. terutama 

pengendali;:in , sistem untuk penyediaan inforrnasi bagi mana1er sangat 

pcnting artinya, hcir:ya dcngz:n informasi yang akurat dan tepat wal<tu manajer 

dapat rnem:rntau ker11ajuzin ke arah tujuan dan rencana menjadi kenyataan. 

Apabila m<m<Jjer tidak dapat berada pada jalur yang tepat. pekerjaan-

pekerjaan mereka pastilah sia-sia belaka . 

Sistem informasi memainkan peranc:rn penting dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsi manaji~men perencanaan dan pengawasan dengan efektif. • 
Untuk memahami betapa pentingny3 peranan informasi agar sistem 

pengendalian dan berfungsi se0ara efektif, kiranya perlu untuk memberil<an 

batasan-babsc:in ~~istern informasi manajemcn ini . 

Menurut James AF. Stoner, Sistem lnformasi Manajemen adalah 

sebagai berikut : 

"Sebuah metode untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat wal<tu 

bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan 

kepurtusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan. pengendalian da11 
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operasionai organisasi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara 

efektif. 14 
> 

Sistem informasi manajemen menyediakan informasi mengenai 

peristiwa masa lampau, masa sekarang yang diproyeksikan akan terjadi 

dimasa yang akLin datang disamping informasi mEmgcnai peristiwa-peristiwa 

yang relevan di da!arn dz:n ciiluar organisasi . 

Untuk mcnjalanl<an tahap-tahap rancangan manajemen informasi 

sistem agar berjaian dengan efektif. setiap manajer perlu memperhatikan : 

1. Mengikut sertakan pemakai (unsur) ke dalam team perancang 

2. Mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem 

3. Memperlakukan informasi yang relevan dan terselel<si lebih daripada 

pertimbangan kualitas belaka. 

4. Pengujian penclahuluan sebelurn diterapkan 

5. Menyediakan btihan dnn dokumentnsi teriulis yang rnPncakupi bagi 

operator dan pemakni manajemen informasi system. 

Pada dasarnya manajemen informasi sistem membantu manajemen 

melalui menyediakan personalia yang tepat dengan jumlah yang tepat 

dariinformasi yang tepat pada waktu yang tepat pula. 

I
4 J James AF. Stoni.;r dan C harles Wankel, Qp-Cit, Hal. 296. 
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BAB Ill 

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
MEDAN DUA. 

A. Gambaran Umwn Pe rusaha<tn 

1. Sejarah Singkat 

Sebelum bang:;a eropa menancapkan kuku kekuasaannya, kerajaan-

kerajaan di Nusantara sudah mengenal pajak dalam bentuk tanah serta 

berbagai pungutan/upeti lainnya. Bahkan, pajak sebagai sumber 

pembelanjaan negara, telah dikena! sejak zaman sebeium masehi. 

Pajak atas tanah di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang. Pada 

masa pemeri ntah Gubenur Jenderal Sir Thomas Stanford Rafles (1811 )-

1114) dikenal sebagai landrent. Kemudian dalam masa penjejahan Belanda 

disebut landrentc. 

Sete!ah lndon(;sia merdeka, pajak atas tanah masih berlakukan yang 

disebut sebagai pajak bumi dan sampai ordonasi/undang-undang landrente 

dihapuskan dan diganti pada tahun 1951 oleh undang-undang No. 11 tahun 

1951 tentang pajak pera!ihan 1944. Pada masa kolonial baik pada masa 

. pemerintahan lnggris pajak atas tanah yang disebutkan di atas hanya untuk 

kepentingan pembagunan Hindia Belanda dan rakyat bumi Putra, tetapi pada 

masa kemerdekaan hssil pungutan itu untuk pembiayaan roda pemerintah 

RI. Pada masa perkembagan sclanjutnya pada tahun 1959 mclalui UU No. 

11 . Peraturan Pemerintah ·1959 tentang Pajak Hasil Bumi, UU ini semula 

hanya meng8tur tentang pungutan pajak atas tanah adat/tanah yang 

26 
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dimiliki/dikuasai orang-orang Indonesia asli dan tidak termasuk tanah hak 

barat. Tanah hak barat diatas diatur berdasarkan ordonansi/UU verponding 

Indonesia tahun 1923 dan ordonansi verponding 1928. 

l<emudic:in padJ tahun 1960 dikeluarkan UU No. 5 tahun 1960 yang 

mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas sc~mua tanah di 

Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dari keputusan Prsedium Kabinet tanggal 

10Februari1967 No. 87/Kep/0/IV/1967 . 

0 1..rngan demikian UU No. 11 Peraturan Pemerintah ·1959 yang 

menjadi landasan pajak hasil bumi harus ditafsirkan bahvva semua tanah di 

Indonesia dipungut pajak hasil bumi termasuk tanah-tzinah ya ng diatur dalam 

ordonansi vr::rponclin(; Indonesia tahun ·1923 clan vorponding tahun 1928. 

Pungutan pajak hasil bumi lalu dikelola Direktorat Pajak Hc:isil Bumi Jawatan 

yang berada di bawah Departemen luran Negara yang kemudian pada 

tanggal 29 Nopember 1969 berdasarkan Keputusan Menteri luran Negara 

No. B.M.P.P.U 1-1-3 bernama Direktorat luran Pembangunan Daerah 

· (IPEDA), yang mana hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan 

nama Departemennya . 

8. Struktur Organisasi 

Agar kegiatan operasional organis3si berja!an dengan lancar, maka 

tugas wev.mnang sorta tanggung jawab masing-masing bagian harus 

ditetapkan dalarn struktur organisasi. Dalam hal ini masing-masing bagian 

diperinci dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga tugas, wewenang 
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dan tanggung jawab masing-masing bagian merupakan rangkaian sistem 

organisasi yang efek! if. 

Dalam stuktur organisasi kantor pelayanan PBB Medan Dua terlihat 

jelas tugas, wewenang serta tanggung jawab atas tugas yang 

didelegasikan, pada dasarnya berbentuk organisasi yang memiliki kantor 

Pelayanan PBB Medan Dua berbentuk organisasi garis, dimana garis 

wewenang (autthory line) langsung dari pimpinan tertinggi kepada 

bawahan . Atasan mengambil keputusan-keputusan dan mernberitahukan 

kepada bawahannya lagi, demikian seterusnya . Jadi setiap karyawan 

mengetahui dari siapa ia mener1m a perintah dan kepada siapa dia 

memberikan pertanggung jawaban. 

Untul ~ lebili jelasnya dapat dilihat pada bagian struktur organisasii 
. ~ 

berikut : 

Tabel 1 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

I N -----·-- -Jabatan-~---- -Hi------:ium1ah _____ l 
\ [ Kepala Kantor Pelayanan PBB [--- 1 

\ 2 I Kepala .Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi I 7 

\ 3 I Kepala UrusanWepala Sub Seksi I 14 
I ! 
i 4 j Fungsional 2 

I 5 I Pelaksana 16 

~-- -\==::==~--~--=-=- JLimla-h· --=~- ==--·- .:~::~-~~~: _ ·~:==:-:~. ·~=--:·==· ~:3~:~--- =~~-: __ -::.I 

Sumber: Kantor Pelayanan PBB Medan Dua 
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Pernbagian Kerja d.'.rn V\/ewenang 

Kegiabn organisasi yang bermacam-macam memerlukan deskripsi 

jabatan agar setiap anggota organisasi mengetahui apa yang harus 

dikerjakan dan mengetahui adanya batasan dari perfanggungan jawaban. 

Berikut ini di uaraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing­

masing pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Medan 

Dua. 

1. Kepala Kantor Pela~/an a n PBB Medan Dua 

a. Tugas 

1. Menyusun renccina kerja Kantor Pelayanan PBB Medan Dua sebagai 

pedoman Pelaksanaan tugas. 

2. Mengkoordinirkan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang 

pengolahan data dan informasi , pendataan dan penilaian, penetapan 

pen~rimaan dan penagihan, keberatan dan pengurangan PBB dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Menyelenggarakan koordinator dengan Kantor Pelayanan Pajak, 

Pemerintah Daerah dan lnstansi terkait sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. ~ 1enyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan 

rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka menunjang tugas 

pokok. 
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b. Wewenang 

1. Mengajukan usu!, pendapat, sasaran, telahaan kepada Kanwil Ditjen 

Pajak dalam hal penyelesaian tugas dibidang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Mengajukan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak 

3. Menandatangani surat dan dokumen lain sesuai dengan wewenang 

yan9 ditet2pkan . 

4. Meminta laporan pc!aksanaan tugas bawahan . 

5. Menjatuhkan hukuman disiplin , mengajukan usul mutasi bawahan 

dan penilaian pelaksanaan pegawai bawahan dengan 

menandatangani DP3. 

Tanggung Jawab 

1. Usul, saran, pendapat serta pemecahan masalah di bidang PBS 

2. Rencana kerja yang diajukan . 

3. Kebenaran konsep-konsep k!asifikasi PBB yang diajukan 

4. Kebenaran surat dan dokumen lainnya. 

5. Keberhasilan data wajib pajak yang diminta sehari-hari dari instansi 

terkait. 
. ' 

6. Pelaksanaan tugas yang diberikan tepat pada waktunya 

7. Penjatuhan hukuman disiplin pegawai, mutasi dan DP3 yang dinilai. 
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Ka. Sub. Bagian Tata Us aha 

a.Tugas 

1. Menyusun rencana kerja dibidang tata usaha sebagai bahan konsep 

rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bagunan. 

2. Melaksanakan urusan penatausahaan surat masuk de.in surat keluar 

dalam rangka te iiib administrasi persuratan . 

3. Menyusun konsep Daftar Kegiatan (DUK), Daftar Llsulan Proyek 

(DUP), dan A,nggaran Biaya Tambahan (ABT) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

4. Melaksanakan urusan tata usaha keuangan berdasarkan dana yang 

tersedia dalam Olf( dan DIP. 

5. Menyusun konsep laporan perfanggung jawaban penggunaan dana 

sebagai realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran 

pembagunan. 

6. Mengkoordinasi penyusunan konscp laporan KP-PBB dengan para 

kepala seksi sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. 

7. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan tugas bagian tata 

usaha sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 

b. Wewenang 

1 ~ Mengajukan usul , saran, pendapat, telahaan, pemecahan dibidang 

usah::i. 

2. Mengajukan usul rencana kerja tahunan sub bagian tata usaha. 

3. Meminta yang diperlukan yang ada kaitannya dengan 
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dan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan. 

5. Memcriksa buku procluksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan 

pegawai bawahan dengan menandatangani DP3. 

6. Menjatuhkan hukuman disiplin dan mengajukan data kepegawaian 

yang berkenaan dengan usul promosi mutasi kepegawaian. 

c. T anggung Jawab 

1. Usul, Saran,, pendapat yang diajukan 

2. Usul, saran, pendapat dan pengeluaran, perekaman serta informasi 

PBB 

3. Periilaian data masukan . 

4. Kebenaran data keluaran yang dihasilkan. 

5. Kebenaran data perpajakan . . 

6. Kebenaran data kepegawaian yang berkenan dengan usu! promosi 

dan mutasi kepegawian . 

4. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian 

a.Tugas 

.1 . Melaksanakan penyusunan rencana kerja di bidang pendataan dan 

·. penilaian sebagai bahan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi Dan Bagunan. 

2. Menyusun konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek PBB, 

penilaian objek PBB untuk mendapatkan data yang benar dan dinilai 

yang wajar. 

3. Melaksanakan urusan pendaftaran objek dan subjek PBB. 
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4. Melaksanakan urusan penatausahaan hasil pendataan objek dan 

subjek PBB, penilaian dan klasifikasi objek PBB hasil penyusunan 

data awal yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilaian PBB. 

5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pegawai bawahan pada 

seksi pendataan dan penilaian dalam rangka pembinaan pegawai. 

6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bawahan pada seksi 

pendataan dan penilaian. 

7. Melaksanakan penyusunan has ii kegiatan seksi pendataan dan 

., . 
pen1.a1an . 

8. Melaksana ka n konsultasi dengan knntor penyuluhcin Pajak, 

Pemerintah Daerah dan lnstansi terkait dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Wewenang 

1. Mengajukan usul, saran, pendapat, serta penyelesaian pemecahan 

masalah di bidang pendataan dan objek dan subjek PBB, penilaian 

dan klasifikasi objek PBB. 

2. Mengajukan usu! rencana kerja pendataan penilaian. 

3. Meminta data yang diper!ukan yang ada kaitannya dengan 

pendataan objek dan subjek PBB. 

4. Penilaian klasifikasi objek PBB baik di dalam kantor maupun ke 

lnstansi terkait. 

5. Membuat surat teguran kepada subjek pajak ·· yang terlambat 

mengembalikan atas tidak mengembalikan SPOP. 
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6. Mengusulkan subjek pajak untuk dikenakan SKP. 

';" 
- I 

7. Menilai pelaksanaan tu gas pegawai bawahan dengan 

menandatangani DP3 dan memberi pertimbangan atas permohonan 

cuti pegawai bawahan. 

c. Tanggung Jawab 

1. Usu!, pendapat, saran, telahaan dan peyelesaian masalah 

pendaftaran dan penilaian PBB yang diajukan. 

2. Usu! renacana kerj;:i yang diajukan. 

3 . Kerahasiaan dc::.in kelengkapan konsep yang diajukan . 

4. Pelaksanaan tugas yang diberikan tepat pada waktunya . 

5. Penyimpanan hasil pendataan objek dan subjek PBB, penilaian dan 

kalsifikasi objek PBB serfa daftar mutasi objek dan subjek PBB. 

6. Mutasi yang diajukan dana DP3 yang dinilai 

7. Kebenaran surat teguran atas keterlambatan pengambilan SPOP 

kepada subjek pajak. 

8. Kebenaran konsep usulan SKP. 

5. Kepala Seksi Penetapan 

a.Tugas 

1. Menyusun rencana kerja di bidang penetapan PBB, sebagai bahan 

penyusunan konsep renacana kerja kantor pelayanan PBB. 

2 . Melaksanakan penelitian dan pencocokan hasil keluaran berupa 

DHR,f>PT/SKP/STP,DHKP, STIS dan buku induk yang diterima 
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dari seksi pengolahan data dan informasi. . 

3. Me!aksanakan bimbingan pegawai bawahan pada seksi penetapan 

dalam rangka pembinaan pegawai. 

4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bawahan pada seksi 

penetapan dalam rangka pelaksanaan tugas. 

5. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pe!aksanaan tugas seksi 

penetapan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaa_ll tugas. 

b. Tanggung Jaw~b 

1. Usu!, Pendapat, saran, telah dan pemecahan masalah di bidang 

penerimaan dan penagihan. 

2. Usul rencana Kegiatan yang diajukan . 
/ 

3. konsep usul rencana penerimaan PBB per Sektor, Per Oati I Tiap 

T ahun anggaran. 

4. Kebenaran laporan mingguan, bulanan, triwulan seksi Penerimaan 

dan Penagihan. 

5. Kebenaran evaluasi dan perkiraan penerimaan PBB. 

6. Kebenaran laporan jumlah pajak terhutang. 

7. Pelakspnaan tugas yang diberikan tepat pada waktunya. 

8. Usu! mutasi pegawai bawahan. 

9. Penjatuhan hukuman disiplin pegawai bawahan. 

10. Penilaian OP3 pegawai bawahan. 
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6. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan 

a.Tugas 

39 

1. Menyusun rencana kerja di bidang penyelesaian keberatan dan 

pengurangan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bagunan. 

2. Melaksa n'.3kan urusan penatausahaan penyelesaian keberatan PBB 

dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak. 

3 . Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 

4. Melaksanakan urusan Pembuatan konsep keputusan penyelesaian 

keberatan . 

5. Melaksanakan bimbingan pegawai bawahan pada seksi k~beratan 

dan pengurangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Melaksanakan koordinasi dengan kantor Penyuluhan Pajak, 

Peml~ rintah Daerah dan lnstansi terkait dalam rangka pelaksanaan 

tugas. 

7. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas s~ksi keberatan dan 

pengurangan sebagai pertanggung jawaban pelc;iksanaan tugas. 

b. Wewenang 

1. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan telahaan kepada kepala 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal 

penyelesaian masalah di bidang keberatan dan pengurangan PBB. 

2. Mengajukan rencana kerja di bidang keberatan dan pcngurangan. 
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3. Menguji kebenaran perhitungan atas keberatan PBB. 

4 . Membagi habis tugas kepada pegawai. 

5. Memaraf konsep Surat keputusan penyelesaian keberatan, uraian 

banding dan konsep surat keputusan pemberian pengurangan. 

6. Membagi tugas, mengawasi, memberi pengarahan tentang tugas 

kepadci pegawai bawahan . 

7. Membuat konsep laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai 

keberatan, uraian banding dan pengurangan. 

8. Mengajukan usul mutasi pegawai bawahan. 

9 . Menilai pelaksanaan 

menandatangani DP3. 

c . Tanggung Jawab 

tug as pegawai bawahan dengan 

1. Usul, pendapat, saran, telahaan dan pomecahan masalah di bidang 

keberatan, uaraian, banding dan pengurangan PBB. 

2. Usul renacana kerja yang diajukan atas keberatan. 

3. Pelaksanaan tugas yang diberikan tepat pada waktunya. 

4. Kenenaran besarnya perhitungan atas usul pengurangan yang 

diajukan. 

5. Kebenaran besarnya perhitungan atas usul pengurangan yang 

diajukan. 

6. Kebenaran surat keputusan penyelesaian pengurangan. 

7. Kebenaran laporan nulanan , triwulan, dan tahunan mengenai 

keberatan , uraian banding dan pengurangan. 
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. 8. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai bawahan. 

9. Usul mutasi pegawai bawahan. 

10. ?enilaian DP3 pegawai bawahan . 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pendaftaran dan Pemantauan 

Pengembalian SPOP 

Berdasarkan pedoman pelaksanaan subjek pengawasan ini maka 

pengawasan dapat dibedakan atas 2 (dua) pengawasan yaitu : 

1. Pengawasan lntren yaitu Umumnya pengawasan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang berwenang untuk mengadakan pengawasan 

dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri yang 

datang dari pimpinan terhadap bawahannya . 

2. Pengawasan Ekstren yaitu Pengawrisan yang dCJtang dari pihak luar 

perusahaan, pada umumnya yang datang dari pihak luar Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan. pada umumnya pengawasan ini 

datang dari petugas pemerintah. 

Pelaksanaan kegiatan merupakan suatu proses awal yang harus 

dilakukan, sebelum kegiatan dilaksanakan. Demikian pula pada Kantor 

Pelayahan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Dua. menuangkan rencana 

kerja k e dalam konsep yang disebut sebagai program kerja . 

Meningkatkan jumlah pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek 

pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikansurat 

pemberitahuan objek pajak (SPOP) ke kantor-kantor Direktorat Jenderal 
~~/ 
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Pajak setempat at.au tempat lain yang ditunjuk untuk mengambilan I 

pengembalian SPOP _ Pengisian SPOP dalam rangka pendaftaran harus 

dilengkapi d1::ngan denah objek pajak_ Conteh formulir SPOP dapat dilihat 

pada lampiran 2. Pendaftaran diwilayah yang basis datanya belum terbentuk 

dengan pola SISMIOP, NOP yang diberikan bukan merupakan hasil kegiatan 

pendataan sehingga tidak dapat menunjukan posisi relatifnya _ 

Ada pun T ahap kegiatan pendaftaran adalah sebagai berikut : 

I _ Kantor pelayanan PBB memberitahukan kepada Pemerintah Daerah 

setempat tentang kegiatan pendaftaran objek pajak sesuai salah satu 

upaya untuk meningkatkan pclClyanan kepada wajib pajak. -

2. Kantor Pelayanan PBB bersama dengan Pemerintah Daerah setempat 

menunjukan tempat-tempat pengambilan dan pengembalian SPOP. • 

T em pat yang dapat ditunjuk antara lain : 

a. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

b. Kantor Penyuluhan Pajak 

c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/~ota 

d. Kantor Kecamatan 

e. Kantor Desa/Kelurahan 

f. T empat lain yang anggap memungkinkan. 
' 

3. Kantor Pelayanan PBB bersama dengan Pemerintah Daerah setempat 

memberikan penjelasan kepada penanggung jawab tempat pengambilan 

SPOP. 
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4. Kantor Peiayanan PBB menyerahkan SPOP dan perangkat administrasi 

lainnya (seperti tanda terima SPOP, daftar penjagaan,_ dan lain-lain) 

kepada penanggung jawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP 

dengan Berita Acara Penyerahan SPOP, SPOP harus di bcri nomor urut 

terlebih dahulu dan di tatausahakan. 

5. Kantor Pelayanan PBB menyiapkan Keputusan Kakanwil DJP sebagai 

dasar pengenaan PBB, khususnya yang menyangkut NIR dan DBKB. 

6 . Kantor Pelayanan PBB memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang rencana kegiatan pendaftaran objek dan subjek pajak. 

Pelaksanaan pendaftaran objek Pajak: Bumi dan Bangunan melibatkan 

tiga unsur, yaitu subiek paiak, petugas pada tempat pengambilan dan 

pengembalian SPOP, serta petlJgas Kantor Pelayanan PBB, masing-masirig 

unsur mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

1. Kewajiban Petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian SPOP : 

a. Memberikan formulir SPOP kepada subjek pajak yang datang untuk 

mendaftarkan objek pajaknya. 

b. Memberikan tanda terima Penyampaian SPOP kepada subjek pajak 

untuk diisi dan ditandatangani. 

c. Mencatat indentitas subjek pajak dan/atau kuasanya yang menerima 

SPOP. Oalam hal ini kepada subjek pajak atau kuasnya supaya diminta 

menunjukan identitas (salinan KTP/SIM atau indentitas lainnya yang 

masih berlaku). 
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d. Menerirna SPOP, ditandat.a ngani oleh bukan subjek pajak yang 

bersangkut.an, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek Pajak. 

e. Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke kantor Pelayanan 

PBB setempat atau tempat di mana Formulir SPOP diperoleh , selambat­

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggalditerimanya SPOP. 

2. Kewajiban Subjek Pajak pada pelaksanaan Pendaftaran Objek Pajak : 

a. Mengambil formulir SPOP pada tempat-tempat yang ditunjuk. 

b. Mengisi formulir SPOP dengan jelas, benzir dan lengkap serta 

menandatanganinya, bila perlu dilengkapi dengan data pendukung . 

c. Dalam ha! yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang 

menandatangani SPOP harus diberi penjelasan secukupnya yang 

menjelaskan siapa yang menandatangani SPOP. 

d. Dal'3:m SPOP ditandantangani oleh bukan subjek pajak yang 

bersangkutan, maka harus dilampiri surat Kuasa dari subjek pajak. 

. 

e. Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke Kantor Pelayanan 

PBB setempat atau tempat dimana formulir SPOP diperoleh, selambat­

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya SPOP. 

3. Kewajiban P~tugas Kantor Pelayanan PBB 

a. Membuat buku penjagaan penyampaian dan pengembalian SPOP 

mengenai semua SPOP yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan PBB 

sendiri maupun dari tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengambilan 

dan pengembalian SPOP dalam Daftar Rekapitulasi SPOP yang 

Diterima. Kembali dari Subjek Pajak. Contahnya Daftar Rekapitulasi 
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SPOP yang Diterima Kembali dari Subjek Pajak. 

b. Menerima dan menatausahakan laporan yang disampaikan oleh 

petugas penanggung jawab tempat pengambilan dan pengembalian 

.SPOP. 

c. Meneliti SPOP yang sudah dikembalikan baik langsung dari subjek 

paj;:ik maupun dari tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat 

pendaftaran, yang perlu diteliti antara lain adalah kebenaran pengisian 

dan kelengkapan data pendukung SPOP 

d. Memberikan laporan kepada f(epala kantor Pelayanan PBB mengenai 

subjek pajak yang belum diterimanya SPOP setelah lf!wat batas waktu 

30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya SPOP, selambat,. 

lambatnya 7 (Tujuh) hari sesudah batas waktu pengembalian SPOP 

untuk diberikan Surat Teguran Pengembalian SPOP. Jangka waktu 

pengembalian SPOP yang ditetapkan dalam surat teguran 

Pengembalian SPOP ditentukan paling lama 15 (lima belas) hari 

terhitung mulai tanggal pengiriman (stempel pos) . 

. e. Melaporkan kepada kepala Kantor~ Pelayanan PBB dengan tindasan 

kepada kepala seksi penetapan apabila subjek pajak tidak juga 

mengembalikan $POP, setelah melewati bata~ waktu yang ditentukan 

dalam surat Teguran Pengembalian SPOP untuk diterbitkan SKP-nya. 

f. Meneliti permintaan tertulis dari subjek pajak tentang perpanjangan atau 

penundaan pengembalian SPOP dan melaporkan kepada Kepala 

Kantor · Pelayanan PBB menyetujui permintaan tersebut, maka 
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diterbitkan Surat Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP. Batas 

waktu Penundaan ditentukan paling lama· 3 (tiga) bulan sejak 

permohonan diterima. 

Contohnya Surat Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP. 

· C. Hubungan Pengawasan Pendataan de.ngan Peningk:atan Objek PBB 

Hubungan pen ga'vvasan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan diiaksanakan 0!2h kantor p1~iayanan PBB atau pihak yang ditunjuk 

o1eh direktorat Jendernl Pajak dan selalu diikuti dengan kegiatan penilaian. 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan 

sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan dengan 

menggunakan/memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut: & 

1. Pendataan dengan penyampaian dan pengawasan pengembalian SPOP 

Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaks~makan pada 

daerah/witayah yang pada umumnya belum/tidak mampunyai peta, 

merupakan daerah terpencil atau mempunyai potensi PBB relatif kecil. 

Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut : 

Penyampaian dan pengawasan pengembalian SPOP perorangan. 

Penyampaian dan pengawasan pengembalian SPOP perorangan 

dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak 

atau kuasanya dengan berpedoman pada sket atau peta blok yang telah 

ada. 

- Untuk daerah yang potcnsial PBB-nya relatif lebih kecil, cakupan 
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 20/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Andi Pribadi - Analisis Pengawasan Pendataan untuk Meningkatkan Objek....



47 

wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif pendataan 

dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. 

Dengan alternatif ini, SPOP disebarkan melalui aparat desa/kelurahan 

setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok. 

Untuk menghidari ke!emahan alternatif ini (rendahnya tingkat akurasi 

data) perlu diperh <Jtikcin kemampuan penguasaan wi!ayah bagi petugas 

yang bertanggung jawab. 

2 . Pendata~n dengan ldentifikasi Objek Pajak 

Pendataan dengan a!ternatif ini dapat dilaksanakan pada 

daerah/wi!ayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat 

menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data 

administrasi pembukuan Pajak Buni dan Bangunan. Data tersebut 

merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir. 

3. Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak 

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah 

mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi 

pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan hasil pendataan tiga tahun secara 

lengkap. 

4.Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak 

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah 
·' 

mempunyai peta desa/kelurahan (misalnya dari biro Pusat Statistik atau 

instansi lain) dan /atau objek pajak. 
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D. Mekanisme Seksi Pedanil Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pendataan 

Sesuai pasal 6 dan pasal 9 undang-undang nomor 12 fahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

Asas perpajnkan nasional adaloh Self assessment, yaitu suatu asas yang 

memberikan kcpercayacin kepada waj!b pajak dalam melaksanakan 

kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat 

mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan 

secara adil. 

Dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan, salah satu pemberian 

kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib 

pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai atau dimiliki·, 

dimanfaatkan (self assessment di bidang pelaporan), ke Direktorat Jenderal 

Pajak ~tau tE!mpat-tempat lain yang ditunjuk. 

Menging::it besarnya jumlah objek pajak beragamnya tingkat 

pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib 

pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang 

dikuasai/dimiliki/dimanfaatkannya. Oleh karena itu untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik, maka direktorat Jenderal · pajak mengadakan 

kegiatan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh Oirektorat jenderal Pajak atau 

bekerjasama dengan pihak lain/ ketiga yang ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal pajak. 
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Kegiatan pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) Alternatif 

yaitu: 

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, lebih lanjut dibagi 

menjadi pendataan dengan penyampaian dan pengawasan pengembalian 

SPOP perorangan serta penyampaian dan pengawasan pengembalian 

SPOP kolektif. 

b. ldentifikasi objek pajak 

c. Verifikasi data objek pajak 

d. Pengukuran Bidang Objek Pajak. 

Nilai Jual Objek (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak ditentukan 

kegiatan penilaian atas objek. Dalam melaksanakan kegiatan ini , dapat 

dipergunakan pendekatan data pasar, pendekatC1n biaya dan pendekatan 

kapitalisasi pendapatan . Sedangkan teknik yang digunakan dalam penilaian 

adalah secara individu atau secara massal. 

Dengan demikian pentingnya kedudukan NJOP sebagai acuan dalam 

berbagai jenis kegiatan khususnya yang berkaitan dengan akurasi data pajak 

dan nilai jual objek pajak, terutama setelah diundangkanya undang-undang 

No. 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 

Nomor t20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan, maka kegiatan pendaftaran , pendataan, dan penilaian objek dan 

subjek pajak harus semakin ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Basis data SISMIOP yang telah terbentuk yaitu seluruh objek dan 

subjek pajak bumi dan bangunan yang telah diberi Nomor Objek Pajak 
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(NOP), kode ZNT, dan DBKB dalam suatu wilayah administrasi 

pemerin'cahan tertentu yang disimpan · dalam media komputer, perlu 

dipelihara dan sesuai dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di 

lapangan. Perneliharaan basis data tersebut didasarkan kepada informasi 

atau laporan yang baik. 

E. Hambatan Yang Dihadapi Dan Cara Mengatasinya 

' ' 

Perkembagan Pendataan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan sejak awal peralihan perusahaan dapat dikatakan mengalami 

· kemajuan yang cukup berarti, terutama saat mengadakan pendataan 

langsung kelapangan , dimana pendataan PBB, dimana masyarakat sudah 

semakin banyak yang ta~w tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik melalui 

iklan, media masa, brosur-brosur dan lain sebagainya. 

Petugas lapangan setiap hari menggambar hasil ukuran di lapangan 

pada net sketlpeta plok (pada milimeter blok) perbidang objek pajak yang 

digambarkan pada peta blok, selain batas penguasaan atau pemilikan tanah 

(dengan garis-garis putus-putus). Petugas gambar memindc;ih!<an pemetaan 

PBB Sket/peta blok yang sudah selesai di gambar · kemudian di 
' ' 

lichtdruklfotocopy. ~elanjutnya pada peta blok hasil lichtdruklfotocopy 

tersebut digambar atau ditegaskan batas ZNT yang ada dalam blok serta 

kode dari ZNT yang bersangkutan. 

Dalam melakukan pendataan PBB tidak terlepas dengan persoalan 

mencari keuntungan maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan UNIVERSITAS MEDAN AREA
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juga menghadapi permasalahannya . Dan permasalahan tersebut adalah: 

1. Masalah yang dijumpai daiam pendataan PBB. masyarakat kurang 

memperdulikan wajib pajak yang telc:ill ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Masalah yang dijumpai adalah masalah pendelegasian wewenang yang 

berasal dari puncak pimpinan terlalu lemah dan dapat mengakibatkan para 

bawahan menggunakan wewenangnya dengan suka hati, karena 

kurangnya p1mpinan memperhatikan bawahannya dalam melakukan 

tugas kelapangan. 

3 . Besarnya ketergantungan para bawahan kepada kemampu2n atasannya. 

Dengan demikian apabi la atasan bersangkutan tidak mempunyai 

kemampuan di dalam melaksanakan tugas akan berakibat terhadap , 

semua unit-unit kerja yang ada . • 
Cara mengatasinya: 

1. Dengan menggunakan konsep peta blok, petugas lapangan sangat 

memudahkan untuk mengadakan identivikasi batas-batas objek pajak 

terhadap masyarakat yang kurang mengetahuinya. 

2. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, maka dilakukan departementasi, 

yakni membagi tugas berdasarkan fungsi-fungsi (unit kerja) kemudian 

mengangkat pejabat-pejabat untuk memimpin unit kerja tersebut beserta 

staf pelaksana. 

3 . Pimpinan harus segera mengawasi para bawahannya supaya tidak terjadi 

sP.lisih paham antara atasan dan bawahan dalam melakukan pendataan. 

Permcisalahan-permasalahan yang dihadapi ini, secara keseluruhan 
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mempengaruhi kegiatan operc-.sional · Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan sendiri , kegiatan operasional merupakan kegiatan sehari-hari yang 

dijalani oleh setiap pegawai yang melakukan pendataan Pajak Bumi dan 

Bangunan langsung kelapangan upaya kegiatan sehari-harinya. 

.. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 20/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Andi Pribadi - Analisis Pengawasan Pendataan untuk Meningkatkan Objek....



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Da a b3D in· pen .l is akan menarik kesimpulan dari hasil tinjauan dan 

evaluasi. Selanjutnya akan diberikan beberapa saran sebagai bahan masukan di 

dalam pengambilan keputusan khususnya yang berhungan dengan struktur 

organisasi dan analisis pengawasan pendataan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan medan dua . 

A. Kesimpulan 

1. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan medan dua 

adalah struktur garis. 

Penerapan struktur organisasi garis ini dinilai sudah tepat mengingat j mlah 

· karyawan yang relatif kecil serta untuk menjamin adanya kesatuan komando 

. atau perintah sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

2. Sumber wewenang tertinggi ada pada tangan pemerintah dalam hal ini 

Oepartemen Keuangan yang didelegasikan kepada kepala Kantor Pelayanan 

PBB Medan Dua yang ditugasi menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan Pajak Bumi dan Bangunan Medan dua . 

3. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, maka dilakukan departementasi, 

yakni membagi tugas berdasarkan fungsi-fungsi (unit kerja) kemudian 

mengangkat pejabat-pejabat untuk memimpin unit kerja tersebut beserta staff 

pelaksana . 
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4. Secara umum pelaksa naan pengawasan mampu meningkatkan efektivitas 

kerja . Hambatan yang ada hanya terletak pada adanya beberapa bawahan 

yang kurang berani mengambil keputusan walau wewenang untuk itu ada 

padanya sehingga memerlukan konsultasi dengan atasannya pada setiap 

pengambilan keputusan. 

B. Saran-saran 

1. Untuk meringankan beban pimpinan dalam melaksanakan pengawasan 

sebaiknya diangkat koordinator untuk pejabat fungsional penilai PBB, 

sehingga Pimpinaf"' tidak berhadapan dengan 3 orang pejabat fungsional 

tersebut tetapi cukup clengan 1 orang koordinatornya saja . 

2 . Setiap unit kerja (seksi) hendaknya mendapatkan salinan kebijaksanaan 

kantor pusat. Misalnya SF dan SK, meskipun pelaksanaan keb~jakan tersebut 

ada pada seksi tertentu. 

3. Secara berkala In hous Training tetap dipertahankan s,ehingga kebijakan-

kebijakan pemerintah pusat dapat dikrist;:ilkan kepada seluruh pegawai. 
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